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INTISARI

Pendaftaran tanah adalah upaya dalam rangka memberi kepastian
hukum kepada pemilik tanah, untuk itu tanah-tanah tersebut harus didaftarkan di
Kantor Pertanahan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 jo.
Undang-Undang No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) maka tanah-tanah yang perolehan hak atas tanahnya dengan
jual beh dikenai pajak sebesar 5persen dari Nilai Jual Objek Pajak dikurangi Nilai
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat
pembeli tanah menunit penyusun mempunyai dampak terhadap proses kepemilikan
tanah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No.20
Tahun 2000 setiap perolehan hak atas tanah yang terjadi karena jual beli harus
dibuatkan akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sebelum
ditandatangani akta tersebut pembeli harus sudah membayar pajak BPHTB. Maka
masalah yang timbul adalah bagaimana tanggapan masyarakat pembeli tanah
terhadap pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam peralihan
hak karena jual beli? dan bagaimana dampak pengenaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan terhadap peralihan hak atas tanah karena jual beli yang
dilaksanakan dibawah tangan?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
pendekatan survey. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara
terpimpin secara langsung dengan masyarakat pembeli tanah sebagai responden dan
data yang berupa arsip diperoleh di Kantor Pertanahan maupun di kantor kelurahan.
Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan
teknik deskriptif kuantitatif guna mengetahui tanggapan masyarakat pembeli tanah
terhadap pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta dampak
terhadap pengenaan BPHTB dengan peralihan hak atas tanah karena jual beli yang
dilaksanakan dibawah tangan.

Setelah data diolah dengan metode deskriptif kuantitatif maka
diketahui persentase tanggapan masyarakat mengenai pengenaan BPHTB dengan
ketentuan apabila lebih dari 80 sampai dengan 100 persen termasuk dalam kategori
memberatkan sedangkan kurang dari 80 persen dikategorikan tidak memberatkan.
Dari hasil wawancara langsung dengan responden dilapangan diperoleh 40 orang
responden atau 83,32 persen berpendapat bahwa pengenaan BPHTB merupakan
kewajiban yang memberatkan dengan alasan pajak yang dibayarkan terlalu tinggi,
dan sebanyak 8 orang responden atau 16,68 persen berpendapat bahwa pengenaan
BPHTB tidak memberatkan. Sehingga dengan demikian pengenaan BPHTB
merupakan kewajiban yang memberatkan. Sedangkan dampak pengenaan BPHTB
terhadap peralihan hak karena jual beli dibawah tangan adalah bahwa pengenaan
BPHTB meningkatkan peralihan hak karena jual beli dibawah tangan. Hal tersebut
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BAB I

PENDAHULUAN

L Latar Belakang

Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang merupakan karunia Tuhan

fang Maha Esa. Disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan

isaha, tanah juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan serta

angunan juga memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Baik tanah maupun

angunan akan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang

;bih baik bagi orang pribadi atau badan dan yang memperoleh suatu hak atas

tnahnya, sehingga wajar bila pemerinteh mewajibkan membayar pajak berupa Bea

erolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Negara.

Hubungan hukum antara seseorang dengan tanah dapat muncul setelah terjadi

sristiwa atau perbuatan hukum yang antara lain berupa jual beli, hibah, warisan,

ikar menukar dan sebagainya. Peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan

;rbuatan hukum atas tanah yang sering dilakukan oleh masyarakat. Minat

asyarakat untuk melaksanakan jual beli antara lain dipengaruhi oleh lokasi tanah

ing strategis, lokasi tanah yang prospektif dan harga tanah yang terjangkau. Minat

rsebut juga dipengaruhi oleh daya beli masyarakat.

Dalam jual beli ada pihak-pihak yang tersangkut didalamnya yaitu pihak

alon) penjual sebagai pihak yang mempunyai tanah yang akan diperjualbelikan

:pada pihak lain vane disebut mhak Ccalont nemheli r>f»i»m rv^pmhan^m™ ™„o;u



•anyak masyarakat yang belum mengerti tata cara transaksi jual beli tanah termasuk

lidalamnya syarat-syarat dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan

eralihan hak karenajual beli.

Salah satu syarat permohonan pembuatan akta jual beli adalah telah membayar

tea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembayaran Bea Perolehan

[ak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1997

aitang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Undang-undang No. 20

ahun 2000 Perubahan Atas Undang-undang No. 21 Tahun 1997.

Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ini sangat menarik

ntuk penyusun teliti, mengingat pajak yang dikenakan tinggi sangatlah memberatkan

agi masyarakat karena sebelum memproses peralihan hak atas tanah harus sudah

lembayar BPHTB.

Disisi lain peralihan hak karena jual beli mempunyai kepastian hukum, yar.g

ltuk itu harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan

daftarkan pada Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran peralihan hak dilakukan

jar dapat memberi jaminan kepastian hukum juga penting untuk kepentingan

Iministrasi pertanahan. Tetapi setelah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 jo.

ndang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

mgunan diberlakukan masyarakat mempunyai beban tambahan ketika

elaksanakan peralihan hak atas tanah secara formal (dilaksanakan dihadapan PPAT

n kemudian di Kantor Pertanahan). Beban tersebut dapat mendorong masyarakat



lapat merugikan pemegang hak (pembeli) karena lemahnya jaminan kepastian hukum

ttas peralihan hak yang telah dilaksanakan. Sedangkan bagi Pemerintah jual beli

libawah tangan akan menghambat upaya menciptakan tertib administrasi pertanahan.

Dengan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian

ang berjudul "STUDI DAMPAK PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK

lTAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERALIHAN HAK KARENA

UAL BELI DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH"

!. Rumusan Masalah

Pasal 19 UUPA mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan

sndaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah diatur

ilam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara

graria nomor 3 Tahun 1997. Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah

mdaftaran peralihan hak karena jual beli. Peralihan hak karena jual beli disyaratkan

ecara administratif) dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk

smudian didaftar di Kantor Pertanahan.

Namun demikian peralihan hak karena jual beli berdasarkan Undang-undang

a. 21 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan

ik Atas Tanah dan Bangunan diwajibkan membayar Bea Perolehan Hak Atas

inah dan Bangunan sebelum akta jual beli ditandatangani. Pembayaran biaya

sebut dapat menjadi beban bagi masyarakat ketika melaksanakan jual beli

ladapan PPAT. Hal ini mendorong masyarakat untuk melaksanakan jual beli secara



Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka timbul pertanyaan,
ebagai berikut:

. Bagaimana tanggapan masyarakat pembeli tanah tentang pengenaan Bea

Perolehan Atas Tanah dan Bangunan dalam Peralihan Hak karena jual beli ?

. Bagaimana dampak pengenaan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

terhadap peralihan hak atas tanah karena jual beli yang dilaksanakan dibawah

tangan ?

Pembatasan Masalah

Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pendaftaran peralihan hak karena

al beli. Agar peralihan hak karena jual beli tersebut dapat memberi jaminan

jpastian hukum kepada pembeli maka harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat

kta Tanah sebelum akta tersebut ditandatangani pembeli diwajibkan membayar

PHTB. Setelah mambayar BPHTB barulah akta ditandatangani oleh PPAT

mudian didaftarkan di kantor pertanahan. Besarnya pengenaan Bea Perolehan Hak

las Tanah adalah sebesar 5 persen dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

kurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) atau dapat
rumuskan:

BPHTB =5% X (NPOP - NPOPTKP)

lai Perolehan Objek Pajak didasarkan pada transaksi jual beli atau Nilai Jual Objek

jak (NJOP) dikali harga 1 (satu) meter persegi, dengan ketentuan jika harga



Leputusan Menteri Keuangan RI atas usulan dari Bupati dan rekomendasi dari

Zantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setempat. Agar penyusun dalam

embahasan masalah tidak bias maka penyusun membuat batasan masalah yaitu

endaftaran peralihan hak karena jual beli yang dikenai Bea Perolehan Hak Atas

anah dan Bangunan.

>. Pembatasan Penelitian

Agar memungkinkan penyusun mengadakan penelitian lebih intensif, maka

ata yang diambil adalah wawancara langsung dengan masyarakat pembeli tanah

ang dikenai BPHTB serta berada di kecamatan disekitar pusat kota Cilacap.

engambilan data tersebut dibatasi pada kurun waktu 4(empat) tahun terakhir yaitu

ari 1Juli 1998 sampai dengan Desember 2002. Sebagai pelengkap/komplemen data,

iga diambil data sebelum diberiakukannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

angunan mulai tahun 1994 sampai dengan 1998.

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan :

a. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat pembeli tanah terhadap

pengenaan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

b. Untuk mengetahui dampak pengenaan Bea Perolehan Atas Tanah dan

Bangunan terhadap peralihan hak atas tanah karena jual beli yang

dilaksanakan dibawah tangan.



2. Kegunaan Penelitian

a. Menambah pengetahuan penyusun terhadap tanggapan masyarakat pembeli

tanah setelah diberiakukannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan dalam peralihan hak karena jual beli;

b. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang bermanfaat

bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka penetapan

besarnya pajak sehingga masyarakat sadar akan kewajibannya dalam

membayar pajak.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan secara

langsung dengan melakukan wawancara dengan responden maupun secara tidak

langsung seperti arsip, warkah serta mempelajari peraturan pemndang-undangan

yang beriaku maka penyusun dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Tanggapan masyarakat pembeli tanah terhadap pengenaan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan dalam peralihan hak karena jual beli adalah

sebanyak 40 orang responden atau 83,32 persen berpendapat bahwa

pengenaan BPHTB mempakan kewajiban yang memberatkan dengan alasan

pajak yang dibayarkan terlalu tinggi, dan sebanyak 8 orang responden atau

16,68 persen berpendapat bahwa pengenaan BPHTB tidak memberatkan

dengan alasan antara lain lokasi strategis dan kesadaran masyarakat akan

kewajiban membayar pajak. Selain itu diperoleh juga data dari hasil

wawancara langsung dengan responden bahwa sebagian besar responden atau

sebanyak 38 orang (79,17%) tidak mengetahui adanya pengenaan BPHTB dan

sebanyak 10 responden (20,83%) yang mengetahui adanya pengenaan

BPHTB. Data tersebut menunjukan sebagian besar responden tidak
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mengetahui adanya pengenaan BPHTB setelah masyarakat memperoleh hak
i

atas tanah. Beban tersebut dirasakan memberatkan masyarakat pembeli tanah

karena setelah memperoleh hak atas tanah ada beban tambahan yang tidak

diketahui/disadari sebelumnya. Dengan demikian pengenaan BPHTB telah

terbukti, merupakan kewajiban yang memberatkan masyarakat.

2. Adanya dampak pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

terhadap peningkatan peralihan hak karena jual beli dibawah tangan. Hal

tersebut dapat kita lihat beberapa alasan masyarakat (diluar responden dalam

penelitian) sebanyak 25 orang antara Iain :

a. Menghindari pengenaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan yang dirasakan memberatkan disamping pembeli hams

membayar harga tanah yang tinggi. Masyarakat yang berpendapat

demikian sebanyak 5 orangatau 20 persen.

b. Ada unsur kesengajaan dari masyarakat pembeli tanah tidak membayar

pajak karena beranggapan tanahnya suatu saat akan dijual lagi atau

dengan kata lain untuk investasi. Masyarakat yang berpendapat demikian

sebanyak 8 orang atau 32 persen.

c. Masyarakat secara ekonomi tidak mampu membayar BPHTB sebanyak

12 orang atau 48 persen.
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Dari hasil wawancara dengan masyarakat diluar responden

penelitian diatas menunjukan bahwa yang terbanyak sebesar 48 persen atau 12

orang beralasan karena keadaan ekonomi sehingga tidak mampu membayar

pajak BPHTB yang tinggi. Selain itu diperoleh juga data peralihan hak atas

tanah karena jual beli dibawah tangan yang bersumber dari kantor kelurahan

sample. Hasil pengumpulan data menunjukkan peningkatan setelah adanya

pengenaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (untuk lebihjelasnya lihat

tabel 13 hal 56). Hal tersebut membuktikan hipotesis atau dugaan sementara

bahwa pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terbukti

mempunyai dampak terhadap meningkatnya jual beli dibawah tangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan serta hasil analisa penyusun

maka berikut ini mempakan saran-saran yang bersifat menghimbau kepada

masyarakat sebagai wajib pajak antara lain sebagai berikut:

1. Sebelum undang-undang diberlakukan hendaknya dilakukan sosialisasi
i

teriebih dahulu agar masyarakat mengetahui secara benarmengenai aturan

pembayaran pajak.

2. Masyarakat hendaknya mempertimbangkan kembali apabila membeli

tanah dengan cara jual beli dibawah tangan karena mempunyai kepastian

hukum.
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3. Masyarakat hendaknya menyadari pentingnya membayar pajak sebab

pajak mempakan sumber pemasukan negara yang berguna untuk

pembangunan nasional guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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